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Meningkatnya 

Pelayanan Fasilitas 

Pelaksanaan Tugas 

Anggota DPRD 

SEMUA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR : 

- Rapat Komisi terkait Perencanaan 
Anggaran dan Pengawasan 
Anggaran (Hearing) 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Penunjang Kinerja 

DPRD Meningkat 
BAPEDALITBANG : 

- Penyusunan Usulan Pokok-Pokok 
Pikiran Anggota DPRD (POKIR) 

- Persentase Usulan Masyarakat yang 
diakomodir dalam Perencanaan 
Pembangunan 

UNIVERSITAS : 

- Penyusunan Kajian Komisi 
Perundang-Undangan 

- Penyusunan Naskah Akademis 

BAPEDALITBANG : 

- Penyusunan Pohon Kinerja 
(Cascading) 

- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

- Penyusunan Monitoring Evaluasi 
Kinerja dan Anggaran (Monev) 

- Persentase Peningkatan Nilai 
Komponen Perencanaan Dalam Sakip 

- Persentase Rekomendasi Hasil 
Pengendalian dan Evaluasi 

BPKAD : 

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran 

- Penyusunan Barang dan Jasa (RKBMD) 

- Persentase Realisasi Anggaran 

- Persentase Pengelolaan Aset Daerah tertip 
sesuai ketentuan 

INSPEKTORAT : 

- Review Nilai Sakip OPD 

- Review Rencana Kerja Tahunan (RENJA) 

- Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

- Review Barang dan Jasa (BMD) 

- Review LKjIP 

- Nilai Maturnitas SPIP 

- Indeks Manajemen Resiko 

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH : 
Penyusunan Rencana Aksi 

NOTULEN RAPAT 
 

I. Acara : Rapat Evaluasi Internal  

II. Hari/ tanggal :  30 Juli 2025 

III. Tempat : Ruang Rapat Sekretariat DPRD 

IV. Pimpinan Rapat : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar  

V. Peserta Rapat : 1. Sekretaris DPRD 

2. Kabag Umum dan Keuangan 

3. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan 

4. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

5. Staf Sekretariat DPRD 

- Persentase Perangkat Daerah yang tepat 
Fungsi dan Ukuran 

MASYARAKAT : 
- Kegiatan Jaring 

Aspirasi Masyarakat 
(Reses) 

MEDIA 

- Publikasi Iklan 
Kegiatan Anggota 
DPRD 

BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH : 

- Penyusunan Perda 
Eksekutif 

- Jumlah Dokumen 
Perundang-Undangan 


